
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1106, 2021 KEJAKSAAN. Pegawai Kejaksaan Republik 

Indonesia. Instansi Pemerintah. di Luar Instansi 
Pemerintah. Penugasan.  

 

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENUGASAN PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 

PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dapat 

ditugaskan pada instansi pemerintah dan di luar instansi 

pemerintah sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan 

instansi tersebut; 

 b. bahwa penugasan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia 

pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan bagian 

dari pengembangan organisasi serta kompetensi dan 

karier pegawai Kejaksaan Republik Indonesia; 

 c. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER- 

043/A/J.A/11/2011 tentang Tata Cara Penugasan 

Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia 

yang Diperbantukan/Dipekerjakan pada Badan/ Instansi 

Lain di Luar Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan 

kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penugasan 
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Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia pada Instansi 

Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaaan Republik Indonesia 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kejaksaaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67); 

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa 

Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

443); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang 

Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah 

dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENUGASAN PEGAWAI 

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PADA INSTANSI 

PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH.   

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya 

disebut Pegawai adalah warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh Jaksa Agung 

selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, diserahi tugas 

dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas 

negara lainnya dan digaji sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang 

oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut 

umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain 

berdasarkan undang-undang.   

3. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat 

keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena 

fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas 

Kejaksaan. 

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah Jaksa Agung yang berwenang menetapkan 

pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai, dan 
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pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB 

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi 

Daerah.  

7. Penugasan adalah penugasan Pegawai untuk 

melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah dan di 

luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. 

8. Tugas Jabatan adalah tugas jabatan yang diberikan 

kepada Pegawai yang pelaksanaan tugasnya masih 

berhubungan dengan jabatan pada instansi Kejaksaan 

atau merupakan tugas yang mewakili kepentingan 

pemerintah. 

 

BAB II 

PENUGASAN PEGAWAI 

 

Bagian Kesatu 

Jenis dan Dasar Penugasan 

 

Pasal 2 

Penugasan Pegawai terdiri atas: 

a. Penugasan pada Instansi Pemerintah; dan 

b. Penugasan di luar Instansi Pemerintah. 

 

Pasal 3 

(1) Penugasan pada Instansi Pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: 

a. Penugasan Pegawai pada Instansi Pemerintah yang 

pimpinannya tidak memiliki kewenangan 

mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan 

Pegawai Negeri Sipil; dan 
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b. Penugasan Pegawai pada Instansi Pemerintah yang 

pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat, 

memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri 

Sipil. 

(2) Penugasan Pegawai pada Instansi Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Pegawai yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus; 

dan 

b. Pegawai yang melaksanakan Tugas Jabatan yang 

bersifat pendukung atau administratif. 

(3) Penugasan Pegawai yang melaksanakan Tugas Jabatan 

khusus pada Instansi Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan: 

a. kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan tertentu 

yang dibutuhkan oleh Instansi Pemerintah; 

b. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang 

dimiliki oleh Pegawai yang bersangkutan; 

c. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi 

Pemerintah; dan 

d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian 

kinerja organisasi. 

(4) Dalam hal Penugasan Pegawai pada Instansi Pemerintah 

untuk melaksanakan Tugas Jabatan pada perwakilan 

Republik Indonesia di luar negeri, Penugasan Pegawai 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

(1) Penugasan di luar Instansi Pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu Pegawai yang 

melaksanakan Tugas Jabatan khusus di luar Instansi 

Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. 

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

Penugasan pada proyek pemerintah, organisasi profesi, 

organisasi internasional, dan badan atau instansi lain 


